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Abstract : Thisresearch underlines several issues concerning The effectiveness of gender respon-
sive budgeting policy implementation. The research was intended to explore factors which influ-
ence the effectiveness of gender responsive budgeting implementation. Data collection consisted
of site observation, interview, focus group discussion, and document study. The techniques of
analysis employed in this research was interactive analysis. The results of this research were: (1)
The formulation of regulation on gender responsive budgeting is able to become aforcing mecha-
nism for provincial government officialsto make and implement gender responsive budgeting. (2)
The formation of bureaucracy structure in the form of gender mainstreaming working group and
gender responsive budgeting technical team to perform distinct and consistent communication as
well as to improve human resources capacity has encouraged the disposition of the provincial
government officialsto undertake collective action in the form of the formulation of gender-respon-
sive planning and budgetting. The structure has become a medium of knowledge transfer among
agents involved in the institutions to build a strong relationship. The strength of the relationship
has injected energy to the bureaucrats to creatively develop inovations in selecting strategic pro-
grams in order to be gender responsive. As a result, gender responsive budgetting can be well
implemented and the sel ection of strategic programs can accel erate and braoden the program scope
towards gender equity and equality.

Keywords: Gender budgeting, gender mainstreaming, policy implementation, implementation effectiveness.

Pilihan kebijakan publik berupa penempatan ke-
adilan dan kesetaraan gender sertapemberdayaan
perempuan sebagai isu strategisnasional tidak serta
mertamembuat kebijakan publik tersebut mudah
diimplementasikan. LebihtingginyacgpaanHuman
Development Index (HDI) dibandingkan Gender-
related Development Index (GDI) Indonesiapada
tahun 2008 (71,17 berbanding 66,38) menunjuk-
kan masih adanya ketimpangan gender dalam
pembangunan. Di ss lain, Gender Empowerment
Measure (GEM) Indonesiapadatahun 2008 se-
besar 62,27 dan biladibandingkan dengan negara-
negaralain, dari 155 negara, peringkat Indonesia
masihlebihrendah dan beradadi peringkat ke 90.

Belum optimal nya pencapai an pembangu-
nan responsif gender dikarenakan kebijakan publik
tidak berlangsung dalam ruang yang vakum. Biro-
kras publik sebagai implementor kebijakan publik
seringkali memiliki nilai yang bertentangan dengan
isustrategistersebut, sehingga merekatidak cukup
mempunyai energi untuk melakukan berbagal upaya
inovatif dan kreatif ddam menangani isu strategis
tersebut. Terlebihisu-isu gender ddlam pembangunan
seringkdi diabakan dan menempati poss margind
sebagal akibat dari masih kuatnyabudayapatriarki.

Untuk mempercepat tercapai nyakeadilan
dan kesetaraan gender, pemerintah mengel uarkan
kebijakan ujicoba penerapan anggaran responsif
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gender (ARG) pada 7 kementerian/departemen tek-
nisdi Indonesiatahun 2010, dimanasetiap Kemen-
terian/Lembagapemerintah harusmenjaminterwujud-
nyakeedilan dan kesstaraan gender mddui penyusunan
perencanaan dan penganggaran responsf gender.
Padatingkat pemerintah daerah, Provins
Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka M enengah Daerah (RPIMD)
Provins JawaTahun 2008-2013 dan salah satuisu
srategisyang ditetapkan dalam perdatersebut ada-
lahbd umterwujudnyakesetaraan dankeedilangender.
Target yang ingin dicgpa pada tahun 2013 addah
meningkatkenGDI menjadi 65,9dan GEM menjadi 61,8.
Pada RPIMD tersebut dinyatakan bahwa
30% Satuan K erjaPerangkat Daerah (SKPD) harus
mel aksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor
411/10068 tanggal 11 April 2010, telah ditetapkan
15 (limabelas) SKPD sebagai ujicobapenerapan
Anggaran Responsif Gender di lingkungan Peme-
rintah Provins Jawa Tengah padatahun anggaran
2011. Kebijakan ARG tersebut memerlukan tang-
gapan positif dari setigp SKPD dan untuk mengim-
plementas kannyabukanlah pekerjaan yang mudah.
Menyadari bahwadi tingkat nasiona pene-
rapan ARG baru diujicobakan secaraterbatas, se-
mentaradi Jawa Tengah sudah adainisiasi untuk
mengujicobakan ARG pada SKPD dengan karak-
teristik internal dan eksternal yang berbeda. Ber-
dasarkan fenomenatersebut maka permasalahan
penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas
implementas Anggaran Responsif Gender (ARG)
di lingkungan Pemerintahan Proving JawaTengah?,
(2) Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas
implementasi ARG Untuk menganalisis perma-
salahan penditian perlu dikgi secarailmiah dengan
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teori dan hasil penditianyang relevan.

Anggaran responsif gender adalahtentang
penentuan hal-hal manaterdapat perbedaan dan
hal-hal manaterdapat persamaan kebutuhan antara
laki-laki dan perempuan. K etikakebutuhan berbeda
makaseharusnyaterdapat alokas anggaran yang
berbeda (Sodani dan Sharma,2008:228). Anggaran
nasiona mempunya dampak yang berbedabagi 1aki-
laki dan perempuan namun anggaran tersebut sering
disatukan tanpa mempertimbangkan kesetaraan
gender. Pernyataan anggaran dengan kesadaran
gender dapat menunjukkan sgjauh manaanggaran
seimbang secaragender dan digunakan untuk me-
monitor alokasi dan luaran sumber daya (Elson,
1998: 929-930).

Studi Sharp dan Elson (2008:929-941) me-
nemukan bahwa banyak negara (termasuk
Indonesia) telah memperkena kan perubahan-peru-
bahan terhadap sistem pengganggaran yang men-
cakup pengukuran kinerjaatau 9 stem anggaran ber-
basiskinerja(elisaSusanti, 2010:264) yang dapat
digunakan untuk menilai dampak-dampak kegiatan
pemerintah. Di beberagpanegara, target-target telah
ditentukan untuk mengukur kemajuan pembuatan
anggaranresponsf gender dalam pengertian outputs
dan outcomes, yang dapat dianggap menggerakkan
dan mencapai target-target yang konsisten dengan
hasi|-has| anggaran responsf gender.

Dalam mengkaji implementas kebijakan,
Edward (1980:9-12) mengaj ukan duabuah perta-
nyaan. Pertama, prakondisi-prakondisi apayang
diperlukan sehinggasuatuimplementas kebijakan
berhasi|?; K edua, hambatan-hambatan utamaapa
yang mengakibatkan suatu implementasi gagal ?
Untuk menjawab pertanyaan ini Edward menge-
mukakan adanya4 variabel yang mempengaruhi
keberhasgilanimplementas.

Summber-Summher

|
4 ‘|\\‘

)//J Irnplementasi

$
| Kecendenmgan-K ecenderungan
L J //
Struktur Birckrasi |

Gambar 1. Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Padalmplementasi (Edward I11, 1980:148).
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Variabel pertamaadalah komunikas, men-
cakup: tranamig, konsstens dan ke el asan Menurut
Edward, persyaratan pertamabagi implementas
kebijakan yang efektif adalah bahwamerekayang
mel aksanakan keputusan harusmengetahui apayang
harus merekalakukan. Keputusan-keputusan kebi-
jakan dan perintah-perintah harusditeruskan kepada
personil yang tepat disertal dengan petunjuk-petunjuk
yang jelas sehingga pelaksana di |apangan tidak
mengd ami kebingungan tentang gpayang harusme-
rekalakukan. Selainitu, perintah-perintah pelaksa
naan harus konsisten dan jelas. Apabilaperintah
yang disampaikan tidak konsisten dan jelasmaka
akan berakibat padaketi dakefektifan implementas
kebijakan.

Variabe keduaada ah ketersediaan sumber-
sumber, mencakup jumlah staff yang memadai,
memiliki keahlian untuk meaksanakantugasmereka
dan memiliki wewenang sertafasilitasyang diper-
lukan untuk menterjemahkan kebijakan-kebijakan
yang telah dirumuskan agar dapat teredisir. Edward
mengatakan bahwaketersediaan sumber-sumber
kebijakan sangat penting bagi implementas kebi-
jakanyang efektif. Tanpaketersediaan sumber-sum-
ber yang memada makakebijakan-kebijakan yang
telah dirumuskan hanyaakan menjadi rencanasga
dantidak pernah adarealisas.

Variabel ketigaadalah disposisi-disposisi
(kecenderungan-kecenderungan). Menurut Edward,
jikaparapelaksanabersikap baik terhadap suatu
kebijakan tertentu, dan memberikan dukungan ter-
hadap kebijakan tersebut, kemungkinan besar mere-
kaakan mel aksanakan kebijakan sebagaimanayang
diinginkan oleh parapembuat kebijakan. Sebalik-
nya, jikatingkah laku atau perspektif parapel aksana
berbeda dengan para pembuat keputusan, maka
proses pel aksanaan suatu kebijakan menjadi se-
makinaulit.

Variabel keempat ada ah struktur birokras.
Menurut Edward, birokras merupakan salah satu
badan yang paling sering bahkan secarakesd uruhan
menjadi pel aksanakebijakan. Birokrag, baik secara
sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk orga
nisas untuk kesepakatan kol ektif dalam rangkame-
mecahkan masaah-masalah sosd ddamkehidupan
modern. Parapel aksanakebijakan mungkin menge-
tahui apayang dilakukan dan mempunyai cukup
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keinginan sertasumber-sumber untuk mel aksana-
kannya, tetapi dalam pel aksanaannyamerekasering
dihambat oleh struktur organisas yang kompleksdan
tersebar luas. Menurut Edward, adaduakarakte-
ristik birokrad, yaitu Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai
tanggapan interna terhadap waktu yang terbatasdan
sumber-sumber dari pelaksanasertakeinginan untuk
keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang
kompleks. Fragmentas berasal terutamadari teka-
nan-tekanandi luar unit organisas seperti legidatif,
kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, kongtitus
negara, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi
organisas birokras-birokras pemerintah. Berdasar-
kan teori Edward tersebut penelitian ini bertujuan
untuk mengandissefektivitasimplementas kebijakan
anggaranresponsf gender dilingkungan Pemerintah
Provins Jawa Tengah dan faktor-faktor apayang
mempengaruhi implementasi kebijakan anggaran
responsif gender

METODE

Jenispendlitianini adaah kualitatif. L okas
penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Unit
analisis penelitian adal ah Satuan K erja Perangkat
Daerah (SKPD) di Proving JawaTengah. Informan
penelitian ini ditetapkan secara purposive sam-
pling, yaitu orang-orang yang dipandang tahu dan
terlibat dalam proses penyusunan anggaran respong f
gender, baik padalembagaimplementas ARG mau-
pun padalembagayang menggerakkanimplementas
ARG (Bappeda; Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana/
BP3AKB sertaBiro Keuangan).

Teknik pengumpulan datadilakukanmelaui
studi dokumentas, focus group discussion danwa-
wancaramendalam. Studi dokumentasi dilakukan
dengan menganaisisdokumen kebijakan yang ada
relevansinyadengan anggaran responsif gender se-
perti RPIMD 2008-2013 sertaberbagai keputusan
pemerintah. Focus group discussion dilakukan
dengan mengundang sgumlah orang yang dipandang
tahu tentang efektivitasimplementas ARG pada
SKPD. Wawancaramendalam dilakukan dengan
mewawancara orang-orang kunci yang bertanggung
jawab daam implementasi ARG baik pada SKPD
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sebagai service delivery maupun lembagayang
bertanggung jawab mempersi apkan implementas
ARG di daerah (Bappeda, BP3AKB dan Biro
keuangan). Andissdatamenggunakan andissdes-
kriptif kuditatif modd andigsinteraktif meiputi tahap:
redukd data, penygian datadan penarikankesmpulan.
Untuk menjaminvdiditasdata, penditianini
menggunakan 2 jenistriangulas, yaitu triangul asi
sumber dantriangulas teknik/metode. Triangulas
sumber dilakukan dengan caramendapatkan data
dari sumber yang berbedabedadengan teknik yang
sama. Misd: pendliti menggdi kebenaraninformas
tertentu melalui teknik wawancaramendalam ter-
hadap sumber yang berbeda-beda untuk menda-
patkaninformas tertentu. Triangulas teknik dilaku-
kan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan
datayang berbeda-beda untuk mendapatkan data
dari sumber yangsama, misd: penditi menggunakan
wawancaramenda am dan dokumentas untuk sum-
ber datayang samasecaraserempek. Dengankeduajenis
triangulas ini dihargpkenvdiditasdatabisaterjamin.

HASIL

Inisiasi Implementasi Kebijakan Anggaran
Responsif Gender di Provinsi Jawa Tengah.

Inisas implementas kebijakan anggaran
responsf gender diawali dengan komitmen politik

Inalisiz Situazi Pembangunan

Peribahan

|

>
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pemerintah Daerah Provins Jawa Tengah untuk
mempercepat pencapai an keadilan dan kesetaraan
gender melalui penetapan 15 (limabelas) SKPD
sebagal ujicoba penerapan Anggaran Responsif
Gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah padatahun anggaran 2011.

Dalam upayamempersiapkan agar SKPD
Uji cobaARG dapat mengimplementasikan kebijakan
ARG dengan baik, Bappedadan BP3AKB mem-
berikanfaslitas dan asistens penyusunanAnaisis
Gender dan Pernyataan Anggaran Gender (Gender
Budget Statement) kepada SKPD lokasi ujicoba
ARG. Persigpan-persigpan yang telah dilakukan
oleh BP3AKB sebagai lembagadriver PUG ber-
sama-sama Bappeda sebelum implementas ARG
padamasing-masing SKPD adalah membuat ske-
nario pengarusutamaan gender dan integras gender
padatahap perencanaan, penganggaran, pel aksa-
naan dan pengawasan.

Membuat Skenario Pengarusutamaan Gender
(PUG)

Skenario PUG diawali dengan melakukan
andigsstuas pembangunan dengan menggunakan
dataterpilah menurut jeniskelamin sebagai titik awa
untuk melakukan perubahan menuju keadilan dan
kesetaraan gender meladui strategi/mang emen peru-
bahan. Strategi/mang emen perubahan dil akukan se-
caras gemik dengan keterlibatan semuapihak (gam-

Keadilan dan K esstaraan Gender

)

Strateqid
hanajetnen Penabahan
Hubungan
Setara
Perermpuan
Laki-laki
SISTEMIK
| | | | | |
Wiz Skl Sumberdaya Sikap Dlzi Kerritraan
hlizi SKPD, L, [Kelembagaan ) Etika Irrplementasi [aringan)
Kehijakan Coudi, PT, DIl Prograrm

Keteribatan Semua Pihak

Sumber: BP3AKB Provins JawaTengah, 2010.

Gambar 2: Skenario PUG di JawaTengah
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bar 2) mddui: 1). Perumusanvis danmisg kebijekan;
2). Meningkatkan skill Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Lembaga Masyarakat, Dunia
Industri (DUDI), PerguruanTinggi (PT), dll; 3). Me-
ningkatkan kapasitas sumberdaya (kel embagaan);
4). Membangun sikap etika; 5). M akukan aks im-
plementas padaprogram dan; 6). Membangun serta
memperkuat kemitraan (jaringan).

Tahgpaninigad implementas ARG (gambar
3) diawali dengan: 1). Menyusun Rencanalnduk
Pemberdayaan Perempuan (RIPP) tahun 2002; 2).
Integras RIPP ke dalam Renstradatahun 2003; 3).
Integrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)/RKPD tahun 2003-2008; 4). Menyusun
grand design PUG sesual Vis dan Misi Gubernur
padatahun 2008; 5). Integras grand design pada
RPIMD 2008-2013 padatahun 2008.

Hasil akhir dari prosesinisiasi ini adalah
RKPD, RENJA KUA-PPAS, Surat Edaran (SE)
Gubernur tentang RKA SKPD.

2002 © henwisun Fencana lnduk Permberdayaan Perempuan

il

2003 :Integrasi RIPP ke dalam Renztada

!

2003-20058; Integras ke dalam EKPRERPD

2008 : renwizun grand dezign PLIG zesuai
vzl dan iz Gubemur
2008 : Integrasi Grand Design Pada FP D 05-13

FEPD, FERJAKLIA-PPAS
5E Gub REASKPD

Sumber: BP3AKB Provinsi JawaTengah, 2010.
Gambar 3: Tahapan Penyusunan ARG di JawaTengah

Integrasi Gender Pada Tahap Perencanaan,
Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

Integrasi gender padatahap ini dilakukan
melaui beberapalangkahyaitu: 1) Penyusunan data
pilah dan ssteminformas gender. Padatahapanini
diawali dengan penyusunan dataterpilah menurut
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jeniskdamindandsteminformas gender, dilanjutkan
dengan mdakukanandissgender medui kerjasama
dengan forum Pusat Sudi WanitalGender di Proving
JawaTengah. 2) Integras Perspektif gender ddam
tahap perencanaan (RPIMD 2008-2013). Integrasi
perspektif gender dalam RPIMD Provins Jawa
Tengah tahun 2008-2013 (yang kemudian
ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2009)
mencakup bebergpahd penting, antaralain: @ Bab
I Kondis umum poin C, dimanapadacapaian hasl
pembangunan Jawa Tengah diungkapkan analisis
gender dengan menyandingkan capaian Human
Development Index (HDI) dengan Gender-related
Development Index (GDI); b) memasukkan kea-
dilan dan kesetaraan gender dalam analisisling-
kungan strategis, ) memasukkan statemen
“tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis
kelamin” pada bab IIl prioritas Pembangunan
Daerah rencanajangka panjang; d) memasukkan
perspektif gender dalam mist RPIMD, khususnya
dalam kalimat: “mewujudkan pemerintahan yang
bersih dan profesional serta sikap responsif apa-
ratur; pengembangan sumberdaya manusia
berbasis kompetensi tanpa diskriminasi, me-
wujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam
kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan
terjamin kepastian hukum; €) memasukkan in-
dikator makro dan pentahapan pembangunan be-
rupacapaian agregat HDI dan GDI dari tahun 2009
hinggatahun 2013 dengan target yang jelas, yaitu
HDI dari 64,5 padatahun 2009 meningkat menjadi
65,9 padatahun 2013, GDI sebesar 60 padatahun
2009 meningkat menjadi 61,8 padatahun 2013, dan
target yang ingin dicapal antaralain: 30% SKPD
melaksanakan PUG, 10 % kabupaten/kotadengan
GDI rendah mengimplementasikan PUG tersedianya
datapilah gender di setigp SKPD, tersedianyasstem
informasi gender, adanyahasil analisisgender di
berbagai bidang pembangunan, tersedianyafocal
point gender di setigp SKPD, menguatnyakomit-
men SKPD dan Lemnasuntuk PUG; f) merumuskan
kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan
yang mencakup 4 hal yaitu: mewujudkan pening-
katan kualitas hidup perempuan dan anak dalam
berbagai kebijakan dan program, mendorong
perwujudan penguatan kelembagaan PUG,
meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan
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perempuan dan anak, mendorong peningkatan
kesetaraan gender dan peningkatan peran serta
anak dalam pembangunan; g) memasukkan isu
gender daam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun
2009 tentang RKPD Provinsi JawaTengah tahun
2011, khususnya padabagian isu strategis nomor
10vyaitu kesetaraan dan keadilan gender; prioritas
dan sasaran pembangunan daerah 2010 point A
nomor 3 yaitu “meningkatkan kualitas SDM ...
pemenuhan hak perempuan” dan nomor 6:
“mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik... proporsional dan tidak diskriminatif, serta
prioritas dan sasaran pembangunan daerah 2010
point 2: “... pemenuhan hak perempuan” dan point
3: “good governance ... tidak diskriminatif”. 3)
Pembentukan K elembagaan PUG. Pembentukan
kelembagaan PUG dibuat secaraberjenjang, dimula
dari tingkat proving sampal dengan tingkat SKPD,
meliputi: 8) Keputusan Gubernur Nomor 050/48/
2009 tentang kel ompok kerja(pokja) PUG dengan
anggota seluruh SKPD; b) Keputusan Kepala
SKPD dengan anggota masing-masing bidang,
sekretaris, perencanadi masing-masing SKPD; ¢)

Keputusan K epala Bappeda Sebagai ketua Pokja
PUG Nomor 411/14441 tentang tim teknisanggaran
dengan anggota seluruh bidang di Bappeda, Biro
Keuangan, inspektorat, BP3AKB, LSM, PT/PSW.
Seluruh tahapan yang sudah dil aksanakan ini men-
dapatkan dukungan dari forum antara lain: (a)
SKPD/TKP2KPA berupa focal point gender,
pokjaPUG TimteknisARG, PokjaABH; (b) forum
Lembaga Masyarakat untuk PUG/PA berupa
organisas perempuan, LSM, Dudi (duniaindustri),
Media, KPPI, Organisas agama; (c) forum PSW/
G seJawaTengah; serta(d) kelembagaan fungsiond
lain (gugus tugas PTPPO, Forum PKHP, KPPA,
ForumKPA). 4) Mengkomunikas kebijakanARG
kepada SKPD melaui kegiatan: a) Roadshow ke
SKPD oleh BP3AKB dan Bappeda bertemu
dengan KepaaDinas, KepalaBidang, Sekretaris,
Focal Point Gender. Temadiskus adalahisu-su
gender sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD; b)
Rapat koordinasi PokjaPUG, dipimpin Kepala
Bappeda dengan hasil Kepala Bappeda selaku
ketua PokjaPUG provinis menginstruksikan agar
uji coba PPRG dilaksanakan untuk tahun anggaran
2011 di 15 SKPD; ¢) Rapat koordinasi dengan
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SKPD ujicoba, disdenggarakan oleh BappedaPro-
vins untuk menyepakati integras ARG padarenja
KUA-PPA, RKA SKPD, LAKIPR, Pengawasan dan
GBS; d) Pertemuan-pertemuan informal antara
Bappeda, Biro Keuangan, BP3AKB (biasadisebut
tim marketing gender) untuk menyusun draft ARG
pada SE Gubernur, dilaksanakan di kantor atau di
tempat landi luar jamkerja, ataukomunikas medui
emalil atau facebook; 5) Menyusun regulas dengan
cara Menerbitkan surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor 411/10068 tanggd 11 Juni 2010 perilah hasl
Rakornasdan Implementas PenyusunanARG tahun
2011. Regulasi jugadilakukan melalui Integras
gender dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum
APBD) Provins JawaTengah 2011 danintegrasi
ARG dalam SE Gubernur Nomor 903/13113
tangga 29 Juni 2010 tentang pedoman Penyusunan
RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RBA-RSD Tahun
anggaran 2011, dimanaGender Analysis Pathway
(GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)
menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA. 6)
Mempersgpan kapastasSDM meaui: a) Pelatihan
penyusunan ARG yang dilaksanakan sebelum
Musrenbang; b) Pertemuan pendampingan
penyusunan ARG. Pelatihan dilakukan dengan
metoda pendampingan dalam analisisgender pada
setigp SKPD, pendampingan penyusunan output dan
outcome. Hasll pelatihan selanjutnyadikoreks oleh
timteknisARG dan dikembalikan lagi ke SKPD
untuk diperbaiki; 7) Mempersiapkan dukungan/
disposis aparat melalui kegiatan penyusunanrenja
SKPD 2011. Dukungan/disposisi aparat
termanifestas ddam bentuk terumuskannyaprogram
pembangunanresponsf gender, antaralain: @) Dinas
Pendidikan: Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar
Sekolah; b) Dinas Kesehatan: penurunan AKI,
penyehatan lingkungan, dan pemberantasan
penyakit menular; c) Dinas Ke-PU-an:
permukimanan, air bersh, PAMSIMAS, Konsarves
sumberdayaair, dan pembangunan jalan lingkar
selatan; d) Dinas Pertanian: SDM, Holtikultura,
Irigas, Ketahanan Pangan. € BP3AKB: Advokas
dan fasilitas proses PUG; f) Bappeda: SDM; g)
Inspektorat: SDM; h) Biro Keuangan: SDM. i)
K ehutanan: Konservas Hutan. 8) Penyigpan teknis
pengawasan untuk ARG dengan mempersiapkan
konsep Audit PUG kedepan.
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Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas
implementasi ARG.

Berdasarkanhasl| penditian diketahui bahwa
variabd-variabd yang berpengaruh terhadapimple-
mentas Kebijakan ARG oleh lembagadriver dapat
dilihat padatabel 1.

PEMBAHASAN

Implementas ARG di Proving JawaTengah
diawali dengan adanyapolitical will pemerintah
untuk mempercepat pel aksanaan pengarusutamaan
gender dengan caramemasukkan isu gender sebagal
sdah satuisu strategi s pada dokumen perencanaan
daerah (yang kemudian ditetapkan menjadi RPIMD
berdasarkan Perda), membuat surat gubernur ten-
tang uji cobaAnggaran Responsif Gender padal5
SKPD dan merumuskaninstrumen-instrumen untuk
menjamindiimplementaskannyakebijakan tersebuit.
Political will dengan kekuatan hukum yang kuat
menjadi sebuah prakondisi bagi terimplementa-
sikannyasuatu kebijakan. Hal ini senadadengan
Nugroho (2008: 142) yang menyatakan bahwasya-
rat yang diperlukan untuk membangun kondis
gender mainstreaming adalah adanya politicall
will. Demikian hanyalnpresNomor 9 Tahun 2000
yang menyatakan bahwa sal ah satu prasyarat kunci
bagi terimplementasikannya PUG adalah adanya
political will dari pemerintah. Adanyapolitical will
ini akanmenci ptakan konsensuskolektif danbudaya
kesetaraan gender sehinggamuncul kesadaran publik
akan pentingnyamewujudkan keadilan dan keseta-
raan gender.

Lahirnyapolitical will untuk mempercepat
pengarusutamaan gender meldui anggaran respongf
gender (ARG) merupakanhasl inidsad ARG dimana
pengd aman dari berbagal negaramenunjukkan pola
yang tidak sama. Penganggaran ini merujuk pada
semuametode, prosedur daninstrumen yang dibu-
tuhkan untuk mencapal kesetaraan gender padapro-
sespenganggaran. Adaduakeberhaslanyangtelah
dicgpa ddamme akukaningitusonaisas pengang-
garan yang sengitif gender. Pertama, adanyadasar
legalitas sebagal pedoman untuk alokasi anggaran
responsif gender. Dimulai dari tahun 2005, Menteri
Perencanaan dan Anggaran memasukan pedoman
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aokas penganggaran responsf gender padaaokas
anggarannasond. National Finance Act padatahun
2006 mensyaratkan pemerintah untuk mengumpul-
kan pernyataan anggaran responsf gender danhda
manjumlah anggaran responsf gender. Keberhaslan
lain adal ah dikembangkannyadraft sebagai pilot
pernyataan anggaran responsif gender untuk tahun
20009.

Hasil studi Rubin dan Bartle (2005:261)
menunjukkan bahwadi Audrdia, anggaran respongf
gender yang terkena dengan sebutan ““Women’s
Budget Statement”, dilakukan dengan mensyarat-
kan agar semuadepartemen dan lembagadi lingku-
ngan pemerintah federal mengumpulkan laporan
mendetail tentang dampak program-program mere-
katerhadap perempuan sertamengidentifikas meto-
de untuk mengembangkan luaran program yang
merespon kebutuhan perempuan.

Hasll sudi Budlender (2000:1370) menun-
jukkan bahwadi Afrika Sdlatan, anggaran responsif
gender digerakkan oleh organisas masyarakat yang
punyahubungan langsung dengan parlemen. Apabila
pemerintah bertugaspadahd-ha yang berhubungan
dengan mangemen dan akuntabilitas, makaparle-
men dan kelompok masyarakat sipil bertugasuntuk
melihat kekurangan dan melakukan kritikan. Tugas
pemerintah adal ah menyadari dan memonitor dam-
pak kebijakan dan anggaran secaragender danmda
porkan aktivitasnyaterhadap parlemen dan masya-
rakat sipil, sedangkan tugasorganisas masyarakat
di luar pemerintah adal ah mengikutsertakan masya
rakat dalam pembuatan kebijakan penganggaran.

Hasil studi Budlender (2005:16) menun-
jukkan bahwa inisias anggaran responsif gender di
Philipinaberasal dari The National Commission
on the Role of Filipino Women (NCRFW) yang
merupakan penggerak gender nasiond di Philipina
Anggaran responsif gender telah dil akukan sgjak
tahun 1995 sebagai bagian dari gerakan gender dan
pembangunan. Melaui “General Appropriations
Act” pemerintah mensyaratkan seluruh agens nasio-
nal untuk menyisihkan 5 persen dari alokasi dana
merekauntuk gender dan pembangunan, dan pada
tahun 1998 mulai disyaratkan di tingkat pemerintah
lokd. Alokas 5% anggaran dimaksudkan agar agens
pemerintah lokal dannasiona dapat menyediakan
program-program yang mampu mengembangkan
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Tabel 1. Variabel yang berpengaruh terhadap | mplementasi K ebijakan ARG oleh lembaga Driver

Mo “Yanabel Indilcator Tanuan Analisis

iy =) [ =1 il i)

1 Formpinikasi Transrisi Telah dikebiarkan penntah = Fegilasi tertans PG dan 4 FG telah
umuk pelaksarnaan PG dinenzerti cleh SEFD karena dikornmi-
melabii reglasi EFIRD rikasikan melabi »oad show ke sehap
berbentak perda dan SEFID, rakor Pokja PG dan rakor
pelaksanaan ARG melabai SEPD
Surat Gubernmr benlat SE = Paerbedaan permepsi tentang isu gender
tentans pebirguk mermnbuat perrpusun program omenga-
pelaksanaan LR lani kesalitan dalamm mennlih prozimam

ywang akan dibuat s ponsit gerder

FEejelasan Sudah ada kejelas an pesan, = Pesan wanz disammpaikan kepada SEFD
waibi: 155 KFD sebazaiuji sudah jelas dan konsistern, lemibaga
coba ARG talpam 2011, driver telah menbuat pardoan GaP
mernyisan analisis gender dan GEZ serta E AR dann  ada
(FAF) RS dan EAE perndampingzan dalam perimsan
padatalman 2010 program resporsif gzerder bazi SEPD

Eonsistensi Penitah-perintah Sebap 5 EFPD telah menstapkan sata pro-
pelaksanaan telah  zZr@mim unbak dilaks anakan secara respomne
ditetapkan secara komsistenn  sifgernder. Jamnnan wesponsivitas gender
dan jelas, dimana sehbap pada program SEPD tersebut ditiangkan
SEPFD harmsz mermulih 1 dalam SGernder Fudeer Shaterners sehagal
program resporsif zendear bagian tak terpisahkan darn BE A .

2 Samb el ava 2 taf Pemerintal FProvJaternz Eeterbatasan Juarlal 2D unbak
telah memiliki staff yang mendampingi analisis gernder dan ARG
moaingpuarn unbik melaloa-  bukan mergadi harmbatan untik
kan perdampingan analisis mengimplementasikan ARG Femnprow
gerder dan HFG. Mereka Jatens mermilih strategzi kolab orasif
telah mengilatd pelatihan  kemibtman dengan lembaza 41 baar
analisis gender dan ARG, pemerintah provinsiy waiba Puasat Stad:
baik 41 Hdngkat nasional  Wamita (PS W Pasat S dadi Gender (PSG)
manpain daerah Meski dan ISR urmnlk menbanty melalakan
begiba mamlalmya mmasih  pelabhan Imanpain pendanpinzan
sedikit umak masnpy men-  permmasanam ARG pada S KPD aji coba,
dinandsasi Permmisninarn
ARG pada 15 SKEPD waji
coba pada wakba  vans
hampir bersamaan

SRETT SDM »r» rubla s8RV culap AR SDM culkup e madal karena memxka
mem: 1 terkait dengan sadah mengilmtd pelatthan ARG di
komse, gender, analisis tngkat mnasional rmanpun dasrah, serta
gender model GAP serta  menpunyai pencalaman “Tesrengs &0
LES demme™ selama merdampingi SEFD aji

coba LHF G sejak taloan 2010

Penb iaywaan EFSAKE mermrediakan Ketersediaan dana mangpa  merndulangs
dana perdampingan ke kegiatan perdampingan  pada  sehap
setap SEPD dalaxn SKEPD sehingza jarmlah S pada setap
penisinarn program SEFPD yang paham tentangs LFG semalan
selarma bebempa harinrtuk bertantbah barprak (dari sermnla 2 orans
beberapa kali kegiatan mergadi seldtar 15 oranz))

Informasi Telah dibat mfornmasi IMeski saudah ada panduan, beberapa
bempa parduanbazi sehap SEFD masih salit untak mrengzaplikasikan
SEFD dalam mnelalkukan nga  karena  keterbatasan  kemasnmpuaan
analisis gender model  mereka dalam mmensenali isa-isa gender
GFAF dan penrusunan GES ses1al progra yang mereka buat.

Wenarenans Adanyrm S Pokja dan Hym Wearenans seﬁap lembaza yvang sadah
teknis angzgzaran mempere- ditiamzkan dalam kertas atwon arewsrernans
las kewenanzan dari sebap formal telah dyalankan secara efektifol=h
pihak wamz tedibat dalarm  lembaga deaver.
proses ARG .

Fasilitas - Lembaza Frrvar t=lah  Fasilitas tersebur mmasih bebhim mampa

fasilitas menyediakan fasilitas memdorxong  setiap SEFD  nelalkukan
bempa coroh-cortoh peremcanaan dan pengangzaran responsf
pehiymak nelalunkan gender karena sulithya mmemaharni isa
analisis gender serta > ES gernder semial hagas polok dan fingsirra

3 Disposisi Cmkungan Imkungan pelaksana pada Proses peranmsan proogm@m menjadi

para SEFD baervariasi, ada wang  terhand at karena mater wang

pelaksana merduloang, dan ada wang  disampaikan haris mmalal dari aeral lagi,
kurang mendakuns. Pada Hal  tersebut  diatasi  melabii “Ehimk
beberapa kali perterman Gender”, dithana peserta bam  dilatih
pendampinzan, petigas  singkat  tentang  gender, lenpadian
SEKFD wang datare  bergabung dengan tim lan vang sudah
berzant-garh paham tentans ARG

4 S tmkiar Eelembaga- Telah tertbemink pokija  Pokja genderdan gender focal paodnt dapat

Eirclrasi an stultbaral  zerder, gender focal poimt  merjadi indsiator mampan dinarmisator
dan serta jejanns antar dalam  memmmskan perencanaan  dan
fangsional lentbaza oSrver dengan  anggaran wsponsit gender. Sedangkan

LM dan PT(P3WIFS=)

Jejaring dapat menjadi media “wansfer of
mowiwdee™ artar SE P

Sumber: Hasil pendampingan penyusunan ARG pada SKPD, 2010.
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kapabilitas perencanaan dan penganggaran yang
responsf gender.

Di Skotlandia, kelompok perempuan Skot-
landia (the Scottish Women’s Budget Group)
dibentuk pertamakali padabulan Me tahun 2000.
Grup yang awalnyabernamaEngender Women’s
Budget Group mengumpulkan kel ompok akade-
misi, komunitaslokal, kelompok advokat, relawan
dan serikat pekerjadengan dukungan Oxfam ang-
garanresponsif gender dan Universitas Glasgow
Kaedonia. Tujuan dari pertemuanini adalah meya-
kinkan bahwaandis sdengan dampak yang bersifat
gender merupakan bagian pengarusutamaan proses
kebijakan masyarakat Skotland. Tugasutamadari
the Scottish Women’s Budget Group adalah meya-
kinkan paraaktor kunci dalam pembuatan kebijakan
di Skotlansuntuk mengaj ukan permasal ahan pe-
nganggaran sensitif gender padakementerian peme-
rintah, parlemen, pegawal pemerintah lintaskebija-
kan dari masing-masing departemen (MacKay,
2004:11-12)

Dari pengad aman-pengaaman negaralain,
sertapengdaman Indonesi a, upayamembangun po-
litical will merupakan prasyarat utama agar im-
plementas anggaran responsf gender dapat berjdan
optimal. Dengan adanyapoliticall will akan diha-
dlkanregulas-regulas yang mampu mengikat secara
kolektif dan menjadi dasar dilaksanakannyaangge-
ranresponsf gender secaraterencanadan berkel an-
jutan. Pentingnyapolitical will untuk implementas
anggaranrespong f gender jugaterkat dengan adanya
realitasdi |apangan bahwa organisasi-organisas
pembaharuan daninditus-inditud ilmu pengetahuan
disusun dengan jalan yang sistematis meniadakan
perempuan. Wanitahadir dan berperan, tetapi kon-
tribusi mereka“dihilangkan”, “dilupakan”, atau
“dihapuskan” padasaat narasi dibentuk (Burnier,
2005: 397-398). Peniadaan peran perempuan ini
harusditiadakan dan sdah satu hal yang perlu dilaku-
kan adalah adanyapolitical will tersebut.

Meski demikian, political will sgjatidaklah
cukup. Diperlukan kesiapan sumberdaya untuk
mengimplementasikan kebijakan tersebut yang
terwadahi dalam struktur birokrasi yang memiliki
otoritas dalam mengimplementasikan anggaran
respongf gender. Struktur kelembagaanini bisaber-
bentuk individual maupun kelompok. Hasil studi
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Elyanah (2010: 53-54) menyebutkan bahwalam-
batnya pelembagaan PUG disebabkan karena
kelembagaan inti tidak berfungs maksma. Meski
sudah pernah diadakan capacity building terkait
gender dan analisisgender tapi hal tersebut tidak
diterapkan. Dengan demikian POKJA tidak ber-
fungg secaraoptimd.

Hasl sudi Kharawati (2011:2) tentang Op-
timalisas Kinerja Pokja PUG ddam Implementas
Permendagri No.15 Tahun 2008 Di Provinsi
Kaimantan Barat menunjukkan bahwakinerjapokja
daam implementas Permendagri 15/2008 belum
optimal, tercermin dari pemahaman paraeksekutif
mashkurang, Ssemkoordines lemah, mekanasme
kerjabelum dijabarkan, program tahunan belum ada,
anggaran responsif gender belumterwujud, gender
focal point belum berfungsi, mekanisme peman-
tauan belum ada, dataterpilah belumtersedia, dan
rencanaaksi daerah belum terwujud. Hasil studi
Miller (2009:47) menemukan bahwa kurangnya
kerja sama antar pelaku (secara internal dan
eksternal pada proses pembuatan kebijakan)
menghambat pelaksanaan pengarusutamaan
gender dalam perumusan kebijakan.

Temuan tersebut diatas memperkuat pan-
dangan bahwagender focal point maupun gender
mainstreaming teamwork merupakan komponen
utamapendukungimplementas kebijakan respongf
gender. Padakasusdi Proving JawaTengah sesung-
guhnya sudah terbentuk gender mainstreaming
team work padatingkat provins dan gender focal
point padatingkat SKPD. Sayangnyahasil kgjian
ini menemukan bahwa gender focal point tidak
mempunyal cukup energi untuk mengintegrasikan
perspektif gender dalam kebijakan SKPD karena
merekapadaumumnyaada ah staf. Sedangkan pe-
rencanapadalevel esdon 3 padaumumnyabelum
paham tentang gender sehingga mereka tidak
mempunyal preferens untuk melakukan beberapa
perubahan dari status quo (bacakebijakan publik
netral gender) berubah menjadi responsif gender.
Karenapejabat eselon 3 mayoritas belum paham
tentang kesetaraan dan keadilan gender, makame-
rekamenjadi tidak sengitif untuk mengintegrasikan
perspektif gender daam perencanaan dan pengang-
garan yag merekabuat. Celakanya, memasukkan
isugender dalam kgjian-kgjian administras publik
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bukanlah pekerjaan yang mudah, padahal admi-
nisras publik punyaperanyang sangat krusd ddam
menjamin terintegrasinyakesetaraan gender dalam
kebijakan publik yang dibuat. Sulithyamemasukkan
isu gender dalam administras publik disampaikan
oleh Burnier (2005: 394) yang menyatakan bahwa
dalam masyarakat bernegara, tidak ada gerakan
umum untuk menci ptakan ulang pemerintahan dari
sudut pandang gender. IImu administrasi publik
Amerikatidak merangkul feminist keddambirokras
seperti halnyamerekamerangkul kewirausahaan
birokras. Untuk itu, agar isu-isu gender benar-be-
nar melembagadal am praktik pemerintahan maka
diperlukan kebijakan publik pro gender.

Menurut Nugroho (2003:258), kebijakan
publik pro gender atau berkesetaraan gender dapat
dirumuskan dengan cara: (1) memahami konsgpdan
kesetaraan gender; (2) memprediks sejauh mana
potensi terjadinya kesetaraan gender dan imple-
mentas kebijakan; (3) mengakomodas input nilai-
nilai kesetaraan gender bagi kebijakan yang akan
dirumuskan dan (4) merumuskan kebijakan dengan
mengacu kepada kebijakan stimulan kesetaraan
gender-dalam hal ini adalah UU nomor 39/1999
tentang Hak Asas Manusia. Untuk mewujudkan
pokok-pokok pikiran Nugroho bukanl ah pekerjaan
yang mudah. Bearfield(2009:384) ddamtulisannya
tentang “equity in the Intersection: Public Admi-
nistration and the Study of Gender”” mengemu-
kakan bahwa administrasi publik tak mampu
untuk menciptakan bentuk yang tegas dari teori
feminis

Untuk membangun kesadaran publik ten-
tang pentingnya sensitivitas gender dalam peren-
canaan maupunimplementas kebijakan, pemerintah
proving Jawa Tengah telah mel akukan komunikas
meldui lembagadriver PUG dan ARG, dimanako-
munikasi dilaksanakan melalui prosestransmis,
dilakukan dengan sangat jelas, dan konsisten. Hal
ini berpengaruh terhadap ef ektivitasimplementas
kebijakan ARG Temuan ini memperkuat teori
Edward yang menyatakan “sebelum pejabat dapat
mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus
menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat
dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah
dikeluarkan” (Edward, 1980: 17). Krizsan dan
Zental (2006: 135) menjelaskan temuan penditian-
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nya di Hungary bahwa “ the concept of gender
mainstreaming as a cross-sectional and compre-
hensive policy tool for achieving gender equality
has only been sporadically present dan this has
mostly been located at the rhetorical level”.
(Konsep pengarusutamaan gender sebagai suatu
perangkat kebijakan komprehensif dan cross-
sectional untuk mencapai kesetaraan gender
hanyalah hadir secara sporadis dan ditempatkan
pada tingkat retorika semata). Temuan Krizsan
dan Zentai ini mempertegas perlunyakesadaran dari
policy maker untuk menempatkan kesetaran gender
tidak hanyasebagai retorikabel akadan komunikas
antar stakeholders menjadi kunci utama untuk
menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya
kesetaraan gender.

Sdankomunikag, pemerintah Provind Jawa
Tengah telah mempersiapkan perangkat regulasi
sebagal dasar pelaksanaan PUG dan ARG dan
regulasi tersebut memiliki kekuatan hukum yang
sangat kuat berupaperda. Bilakitamengacu pada
undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
pembentukan Peraturan perundang-undangan pasal
7 ayat (1) disebutkan bahwaperdamerupakan sdah
satujenisperaturan perundang-undangan dimanadi
dadamhirarki peraturan per-undang-undangan, poss
Perdaberadadi bawah Peraturan Presiden. Selain
penyediaan regulasi, pemerintah Provinsi Jawa
Tengah telah melakukan peningkatan kapasitas
SDM melalui berbagal macam kegiatan training
maupun technical assistance (bimbingantehnis) dan
pendampingan penyusunan ARG, Termasuk dalam
Human Resources Management and Training
adalah mengembangkan kinerja SDM mampu
menjadi energizing bureaucracy dalam mewujud-
kan pembangunan berperspektif gender. Menurut
Behn (1995: 319), ada 3 pertanyaan besar yang
harusdijawab oleh sarjanaadministras publik ber-
kaitan dengan energizing bureaucracy, yaitu: (1)
bagaimanaparamanger publik dapat memotivias
PNS dan warganegarauntuk mel aksanakan proses
publik dengan kecerdasan dan energi; (2) bagamana
mendapatkan orang yang tepat dalam pekerjaan,
memberdayakan merekaagar bekerjasecaraefektif
untuk mencapai tujuan organisasi; (3) Bagaimana
menghargal merekaataskinerjanyayangbak. Dari
ke-3 pertanyaan besar tersebut, Pemerintah proving
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Jawa Tengah sudah mel aksanakan 2 hal yang per-
tama, yaitumemotivas PNSdanwarganegarauntuk
merumuskan perencanaan dan penganggaran
responsf gender sertamemilih orang yang tepat un-
tuk merumuskan programtersebut. Motivias dilaku-
kanmedui pertemuanformal informa dan mereka
diwadahi dalam struktur kelembagaan bernama
gender focal point. Sayangnya pertanyaan ke 3
berupa penghargaan terhadap kinerja PNS yang
sudah responsif gender belum dilakukan.

Upaya untuk membuat masing-masing
SKPD paham dengan ARG dilakukan melalui
audiens terlebih dahulu dengan pimpinan SKPD
sehinggamerekamenjadi paham tentang relevans
gender dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing SKPD.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas,
makatemuan penditianini addahmodifikas rumusan
mode hubungan antaravariabd yang mempengaruhi
secara langsung maupun tidak langsung kinerja
implementas kebijakan, khususnyada am konteks
kebijakan Anggaran responsf Gender di Indonesia
dapat dilihat padagambar 4 sebagal berikut:

Sumberdaya

Regulasi r

tentang

Integrasi gender P em bertukan Efiktivitas

Pade dokumen Ly op ity Birokrasi ¥ Disposisi Im plementasi
perencanaan ARG

K om unikzsi

Gambar 4: Faktor penyebab efektivitas
Implementas ARG

Pengembangan model implementasi dari
Edward Il ini berangkat dari asumsi bahwa ke-
bijakan publik akanlebih mudah untuk diimplemen-
tasikan gpabilakebijakan publik tersebut mempu-
nya kekuatan hukumyang pasti sebaga manadiatur
ddamtataurut peraturan perundang-undanganyang
berlaku. Ha ini sesual denganteori yang mengatakan
Suatu negarayang kuat ditandai oleh kemampuannya
menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang
dilahirkannyaditaati oleh masyarakat, tanpaharus
menebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan
yang berlebihan. Elemen dasar yang adapadane-
garayang kuat adalah otoritas yang efektif dan
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terlembaga. Jikaterjadi pelanggaran atau penen-
tanganterhadap otoritasini, iamampu mengatasnya,
kaau perlu dengan alat-alat pemaksayang secara
sahdikuasainya. Hanyadengan kekuatan semacam
inilah negaramampu menjagakeamanan, ketertiban,
kebebasan, sertarjikaberdfat intervensonis- mampu
mewujudkan kesg ahteraan dan keadilan ekonomi.

Adanyaregulas dengan kekuatan hukum
yang pasti akan berakibat padaperlunyapenyigpan
tools berupastruktur birokrasi. Struktur birokrasi
yang dibangun ini sebaiknya bersifat struktural
ataupunfungsond (bak individua maupunkolek-
tif). Struktur birokras struktural sebaiknyadilekat-
kan padalembagayang sudah adadan mempunyai
peran strategis dalam mekanisme perencanaan
daerah. Struktur organisas fungsiond bisadilaku-
kan secara individual (berbentuk gender focal
point) sertakolektif (berbentuk gender mainstrea-
ming team work) .

Terbentuknyastruktur birokrasi akan ber-
pengaruh terhadap komunikas antar stakehoders.
Orang-orang yang adada am struktur birokras akan
membangunkomunikas antar stakeholders sebagal
mediapembe g aran bersamadan mediauntuk men-
capa konsensusbersama. Pembentukan struktur bi-
rokras ini jugaakan mampu meningkatkan kualitas
sumberdayayang ada, baik sumberdayamanusia
maupun fasilitas-fasilitasyang tersedia. Padasaat
bersamaan, komunikasi yang dilakukan antar
stakehoders jugaakan mampu meningkatkan kua-
litassumber dayayang ada. Dengan carademikian
makaakan muncul disposisi-disposisi (kecende-
rungan-kecenderungan) parapel aksanauntuk mem-
berikan dukungan terhadap kebijakan tersebut,
kemungkinan besar mereka akan mel aksanakan
kebijakan sebagaimanayang diinginkan oleh para
pembuat kebijakan. Dalam skalayang lebih luas,
komunikasi dapat dikembangkan dalam bentuk
hubunganyang sfatnyakol aboratif.

SIMPULAN

Pembuatan regulas yang menegaskan kese-
taraan dan keadilan gender sebagal isu Strategispem-
bangunan merupakan prakondis bagi terimplemen-
tas kannyakebijakan anggaran respongf gender di
JawaTengah. Pembentukan struktur birokras beru-
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pakelompok kerjapengarusutamaan gender dan
timteknisARG dengan keanggotaan merepresen-
tasikan berbagai macam institusi, baik di tingkat
pemerintahan Proving JawaTengah maupundi luar
ingtitus pemerintah mampu membangun kolaboras
antar indtitug. Tindakan komunikas yang dilakukan
secarajelasdan konsisten, baik dilakukan secara
forma maupuninforma sertapeningkatan kapasitas
SDM telah mendorong disposis parapel aksanadi
bas s Satuan K erjaPerangkat Daerah (SKPD) untuk
mel akukan tindakan kol ektif melalui penyusunan
perencanaan dan penganggaran responsif gender.
Struktur birokras tersebut merupakan wadahterja
dinyatransfer of knowledge antar berbagai pihak
yang tergabung dalam kelembagaan tersebut
sehinggaterbangun hubungan yang saing menguat-
kan satu denganyang lain. Kekuatan tersebut dapat
menyuntikkan energi bagi birokrasi untuk secara
kresatif mengembangkaninovas, khususnya dalam
memilih program-program strategis untuk dibuat
menjadi responsf gender. Dengan demikianimple-
mentas anggaran responsif gender dapat memper-
cepat dan memper|uas cakupan program menuju
keadilan dan kesetaraan gender. Simpulanini telah
memperkuat teori mengena | mplementasiK ebijakan
Publik yang tidak pernah terlepasdari konteksnya.
Daam konteks perubahan kebijakan publik dari
netral gender manjadi respons f gender, makaketer-
sediaan regulas sebagal mekani sme paksamen;jadi
satu kekuatan yang tidak bisa diabaikan karena
implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi
olehdomined dit, tanpaadaregulas yang tegasmaka
dominas kaumdlit akan menghambat implementas
suatu kebijakan publik. Biladikaitkan dengan per-
kembangan teori implementasi kebijakan publik,
makatemuan ini termasuk daam studi implementas
generas kedua dengan pendekatan top down dan
bottom-up. Pendekatan top down diperlukan
melaui penyusunan regulas dan pendekatan bottom
up dilakukan dengan menemukendi permasalahan
aktual gender padalevel grass root.
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